BAB III
PENUTUP

Kesimpulan

Sistem Indonesia National Single Window (INSW) merupakan sistem
pelayanan elektronik terintegrasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window. Sistem ini
bertujuan untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan transparansi
dalam proses perizinan ekspor dan impor, dengan mengintegrasikan pelayanan dari
berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Namun, implementasi INSW masih
menghadapi  berbagai permasalahan, seperti gangguan teknis sistem,
ketidaksinkronan data antar instansi, keterlambatan verifikasi, dan kurangnya
pemahaman eksportir terhadap tata cara penggunaan sistem. Kondisi ini
menimbulkan konsekuensi hukum bagi eksportir yang mengalami kerugian akibat
terhambatnya proses perizinan. Mekanisme pelaksanaan Indonesia National Single
Window (INSW) yang mengharuskan pengajuan perizinan berusaha wajib
dilakukan melalui SINSW sesuai Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018,
yang mengharuskan setiap pengajuan dokumen kegiatan eksport, harus melalui
SINSW dan setiap kegiatan ekspor dan impor di Indonesia tidak dapat dilepaskan
dari penggunaan INSW. Namun dalam praktiknya, kendala teknis dan koordinasi
antarlembaga yang belum optimal kerap menghambat proses perizinan melalui
INSW, menyebabkan terhambatnya kegiatan ekspor dan berdampak pada
bertambahnya biaya penyimpanan produk yang harus ditanggung eksportir. Adanya

mekanisme pengajuan izin kepada Menteri secara manual ketika SINSW
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bermasalah, penerbitannya memiliki jangka waktu 15 hari, sebagai solusi darurat
justru menimbulkan tambahan beban biaya dan risiko tanggung jawab antara
eksportir dan importir, yang dimana eksportir akan terbebabni biaya yang lebih
tinggi. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan keandalan sistem INSW
sekaligus pengaturan perlindungan hukum yang jelas bagi pelaku usaha agar risiko
kerugian akibat gangguan sistem dapat diminimalisir, sehingga tercipta ekosistem

perdagangan ekspor-impor yang transparan, efisien, dan berkeadilan.

Saran

Untuk mengatasi persoalan dalam sistem INSW, pemerintah disarankan
perlu meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna
memastikan stabilitas dan keandalan sistem sebagaimana mandat dalam Pasal 9
ayat (2) Perpres No. 44 Tahun 2018. Sinkronisasi antar sistem kementerian dan
lembaga harus diperkuat agar tidak terjadi benturan prosedur dan duplikasi
dokumen, sesuai prinsip integrasi sistem yang tertera dalam Pasal 3 Perpres
tersebut. Pemerintah juga disarankan menyusun regulasi teknis tambahan yang
mengatur secara eksplisit mekanisme pertanggungjawaban hukum dan ganti rugi
atas kerugian yang dialami pelaku usaha akibat gangguan atau kesalahan sistem
INSW. Selain itu, penyelenggara INSW wajib menyediakan saluran pengaduan
yang terbuka dan cepat sesuai dengan ketentuan Pasal 36 A Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Terakhir, edukasi dan pelatihan secara
berkelanjutan kepada pelaku kegiatan ekspor impor sangat diperlukan agar mereka
dapat memahami hak dan kewajiban dalam penggunaan sistem INSW serta

terhindar dari potensi kerugian administratif akibat kesalahan prosedural.
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